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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Madubaru serta hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dan untuk mengetahui dampak dari implementasi tanggung jawab sosial, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL.


Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive, yaitu terhadap staff Unit PKBL dan staff Unit PLL PT Madubaru, sedangkan teknik snowball digunakan untuk menentukan 5 pemilik usaha kecil serta 4 Ketua RT sebagai wakil masyarakat sasaran bina lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan sebagian besar masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat, belum sampai pada aspek keberlanjutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam community development. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PKBL adalah sulitnya mencari usaha kecil yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan, sulitnya mencari pelaku usaha yang bermental baik dan bertanggung jawab, serta tidak sepadannya alokasi anggaran untuk kegiatan PKBL dengan jumlah permintaan, sehingga dana yang digulirkan masih dirasa kecil oleh masyarakat. Dampak dari implementasi PKBL belum optimal dirasakan, sebab meskipun PT Madubaru telah melaksanakan PKBL dalam berbagai kegiatan dan merasa ada hubungan baik dengan masyarakat setempat yang tercipta melalui implementasi PKBL tersebut, namun di sisi lain kemanfaatan yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran belum sampai pada taraf memberdayakan masyarakat.
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I. PENDAHULUAN

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam dunia usaha hingga saat ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sendiri muncul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 11). 
Dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang hanya direfleksikan dalam catatan keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sebagaimana pemikiran John Elkington (dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 33) yang telah mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Apabila suatu perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan “3 P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya merupakan kontribusi aktif perusahaan dalam rangka ikut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Namun, seringkali dalam praktik kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini banyak perusahaan mempersamakan dengan derma, sehingga dengan memberikan sejumlah uang tertentu kepada masyarakat di sekitar perusahaan sudah dianggap telah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Padahal, konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak sama dengan derma. Derma sifatnya lebih spontan, dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi pembangunan masyarakat.  

 Dimasukkannya konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada berbagai peraturan perundang-undangan membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi ”sekedar” kewajiban moral bagi perusahaan.  Di Indonesia, kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 74 ayat (1-4), pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

PT Madubaru sendiri sejak tahun 2004 hingga saat ini kepemilikan sahamnya ada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta) sebanyak 65% dan sisanya sebanyak 35% ada di tangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Terdapatnya sebagian saham ditangan BUMN menjadi alasan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dengan istilah dan dalam bentuk PKBL sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN. 

BUMN merupakan agent of development. Oleh karena itu, BUMN harus mampu menjadi penggerak bagi pembangunan masyarakat di sekitarnya, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable community development). Hal tersebut menjadi point yang menarik untuk diteliti apakah tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan PT Madubaru sudah membawa kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran. Hal itu akan diketahui dari implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dan hambatannya serta dampak implementasi tersebut bagi PT Madubaru dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran. 

Melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi perusahaan untuk memaksimalkan potensi masyarakat sekitar. Terlebih lagi BUMN telah memiliki instrumen pemaksa berupa ketentuan pelaksanaan PKBL. Instrumen pemaksa tersebut harapannya mampu membawa BUMN untuk berperan lebih besar dalam memberikan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga pemberdayaan kondisi sosial masyarakat setempat dapat lebih optimal. 

Selanjutnya dikemukakan beberapa permsalahan sebagai berikut (1) bagaimanakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL yang dilakukan oleh PT Madubaru?; (2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL tersebut?; dan (3) Bagaimanakah dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL?

Cara Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL beserta hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterlibatan dalam implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru. Berdasarkan pertimbangan dari kriteria tersebut, maka subjek penelitian ini adalah staff Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta staff Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL). Subjek penelitian yang lain ditentukan dengan teknik snowball, yaitu kepada usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan minimal selama 6 (enam) bulan dan diutamakan berkedudukan di sekitar PT Madubaru. Mitra binaan yang dipilih adalah Bengkel Tiara, Kerajinan Emas “Margono”, Sandra Leather, Meubel “LMD”, dan Koperasi Karyawan “Bina Usaha”. Sedangkan untuk mewakili masyarakat sasaran bina lingkungan, peneliti memilih beberapa warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PT Madubaru dan mengalami dampak negatif dari keberadaan PT Madubaru, serta mengetahui implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dalam bentuk program bina lingkungan. Peneliti memilih beberapa ketua RT, yaitu Ketua RT 4, RT 9, RT 10, dan RT 11 yang berlokasi Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Lokasi tersebut berada di selatan PT Madubaru dan menjadi salah satu lokasi terdekat yang terkena dampak dari limbah PT Madubaru. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis induktif yaitu dilakukan dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang obyektif sesuai fakta. Langkah-langkah analisis data ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut (1) reduksi data; (2) unitisasi dan kategorisasi; (3) display data; (4) kesimpulan. Selanjutnya validasi data dilakukan dengan cross check data. Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Madubaru

Kepemilikan saham PT RNI pada PT Madubaru turut menentukan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan. Komposisi kepemilikan saham PT Madubaru 65% (enam puluh lima persen) milik  Kraton dan 35% (tiga puluh lima persen) milik PT RNI. Hal tersebut berlangsung sejak tanggal 24 Februari 2004 hingga sekarang. Keberadaan PT RNI sebagai bagian dari PT Madubaru menyebabkan PT Madubaru melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL. PT Madubaru mengikuti ketentuan dari PT RNI sebagai BUMN.

PT RNI sebagai BUMN wajib melakukan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. 

Pada pelaksanaan PKBL, BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL. Unit tersebut disebut dengan Unit PKBL. Unit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Unit PKBL PT Madubaru berada dibawah koordinasi PKBL PT RNI meskipun sumber dana untuk PKBL yang dilaksanakan berasal dari PT Madubaru. Pada struktur organisasi PT Madubaru, Unit PKBL merupakan bagian dari  Bagian Akuntansi dan Keuangan. Pada Unit PKBL tersebut terdapat seorang staf PKBL dan seorang asisten PKBL. Staf dan asisten PKBL tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

Unit PKBL bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Madubaru. Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana bagian dari laba BUMN. Pada pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan disebutkan bahwa usaha kecil yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), (3) milik Warga Negara Indonesia, (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi, (6) telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, (7) memiliki potensi dan prospek usaha yang bisa dikembangkan, (8) usaha kecil tersebut tidak sedang dibina oleh BUMN lain dan (9) memiliki kedudukan yang tetap.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mentri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan , bahwa yang menjadi prioritas pada program kemitraan ini adalah (1) ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan, (2) dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
Pada program kemitraan, usaha kecil merupakan mitra binaan dari PT Madubaru. Perlu dibedakan antara mitra binaan dan mitra perusahaan. Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman atau hibah dari program kemitraan. Sedangkan mitra perusahaan adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, termasuk para petani tebu yang memasok hasil panen tebu kepada PT Madubaru.
Sampai tahun 2010 usaha kecil dan atau koperasi yang pernah menjadi mitra binaan PT Madubaru sebanyak 229 mitra binaan. Namun demikian, saat ini hanya tinggal 176 mitra binaan saja yang masih aktif menjadi mitra binaan PT Madubaru. Mitra binaan tersebut memiliki jenis usaha yang bermacam-macam meliputi usaha kerajinan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan jasa. Usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru tidak hanya berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja, tetapi ada pula yang berkedudukan di Wonosobo dan Magelang. Namun demikian, untuk pelaksanaan program kemitraan ini PT Madubaru tetap mengutamakan pemilik usaha kecil yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DIY. 

Bentuk program kemitraan yang dilakukan oleh PT Madubaru meliputi (1) Pinjaman Jangka Panjang, yaitu pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, (2) Pinjaman Jangka Pendek (Khusus), yaitu pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan, dan (3) Hibah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan manajerial yaitu seperti pelatihan dan yang terkait dnegan pemasaran, yaitu seperti pameran dan promosi produk unggulan  mitra binaan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil yang akan menjadi mitra binaan PT Madubaru adalah sebagai berikut (1) membuat surat pengajuan pinjaman dana program kemitraan (proposal), (2) mengisi formulir yang telah disediakan, (3) melampirkan foto copy KTP suami dan istri (jika sudah menikah), (4) melampirkan foto copy kartu keluarga (C1), dan (5) melampirkan surat izin usaha (jika ada).

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka selanjutnya PT Madubaru akan melakukan evaluasi dan seleksi terhadap surat pengajuan yang masuk ke PT Madubaru. Tim dari unit PKBL akan melakukan survey ke lapangan untuk melihat kondisi tempat usaha, kondisi usaha, dan kemudian akan dinilai kelayakan usahanya. Tahap berikutnya adalah penandatanganan surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lain, membayar materai, menitipkan agunan serta membayar premi asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman. 
PT Madubaru mewajibkan penyerahan agunan sebagai rasa tanggung jawab calon mitra binaan terhadap pinjaman yang diterima. Agunan yang diserahkan disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Minimal taksirannya sama dengan nilai pinjaman. Usaha kecil yang menjadi mitra binaan biasanya mengagunkan BPKB atau sertifikat tanah bangunan. Selain itu jaminan dapat pula berupa peralatan/barang yang dibeli dari dana pinjaman secara fiducia. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru menyerahkan agunan sesuai dengan yang seharusnya. Ada mitra binaan yang mengakui menyerahkan agunan dibawah nilai pinjaman. Hal tersebut disebabkan adanya faktor kepercayaan antara pemilik usaha kecil dan tim dari Unit PKBL PT Madubaru. 

Proses selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL oleh Direktur PT Madubaru dan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kemitraan. Pada praktiknya, ada beberapa ketentuan di dalam perjanjian tersebut yang belum dijalankan secara optimal. Mitra binaan yang menjadi responden pada penelitian ini menyebutkan bahwa pembinaan terhadap peningkatan mutu dan kapasitas penjualan, administrasi/akuntansi, manajemen, dan diklat/training, yang seharusnya dilakukan oleh PT Madubaru sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Perjanjian Kemitraan, belum optimal dan belum seluruh mitra binaan tersebut pernah mendapatkan pembinaan tersebut. Selain itu, pada praktiknya, beberapa mitra binaan yang terlambat membayarkan angsuran tidak dikenai denda sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu sebesar 5% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap bulan. Mitra binaan yang terlambat membayar angsuran dapat membayarkan angsuran pada bulan berikutnya tanpa dikenai denda. Hal tersebut dialami oleh beberapa mitra binaan yang telah dikenal baik oleh tim dari Unit PKBL. Faktor kepercayaan menjadi sebab utamanya. Tidak lancarnya pembayaran angsuran dan bunga juga terjadi. Dalam hal demikian, PT Madubaru menawarkan pemecahan masalah kepada mitra binaan. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling) terhadap pinjaman tersebut.

Selain direalisasikan dalam bentuk pinjaman, program kemitraan juga dapat direalisasikan dalam bentuk hibah. Hibah hanya diperuntukkan bagi mitra binaan saja. Dana hibah yang dikeluarkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi pinjaman. Hibah dapat dilakukan baik atas inisiatif Unit PKBL maupun atas inisiatif mitra binaan. Dana hibah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pameran dan promosi produk. Kegiatan yang pernah dilaksanakan tersebut diantaranya merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara mengundang PT Madubaru untuk mengikutsertakan mitra binaannya dalam pameran. Kegiatan-kegiatan tersebut belum diagendakan secara rutin setiap tahunnya oleh PT Madubaru. Setiap tahun disediakan dana hibah tetapi peruntukannya berbeda.
Penulis melihat bahwa program kemitraan yang diimplementasikan oleh PT Madubaru masih didominasi oleh pengguliran dana program kemitraan setiap tahunnya melalui pinjaman dengan pembinaan yang tidak secara rutin dan optimal bagi para mitra binaan. Padahal, pembinaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kemitraan sangat dibutuhkan oleh mitra binaan. Pembinaan terhadap peningkatan mutu dan kapasitas penjualan, administrasi/akuntansi, manajemen, dan diklat/training merupakan bagian dari peningkatan produktivitas sebuah kegiatan usaha, disamping terdapat bantuan pinjaman dana sebagai tambahan modal usaha. Melalui peningkatan produktivitas itulah sesungguhnya diharapkan usaha kecil dapat mandiri dan berkembang, sehingga tujuan untuk memperluas lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan memberdayakan masyarakat dapat dicapai. 
Dengan kata lain, program kemitraan yang dilakukan belum secara sempurna menyentuh konsep keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep keberlanjutan yang diamanatkan oleh UUPT ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Harapannya kegiatan dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program kemitraan tersebut dapat menghasilkan dampak yang positif tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal perusahaan. Harmonisasi antara perusahaan, masyarakat sekitar serta lingkungan sekitar akan menjadi sebuah investasi jangka panjang bagi pihak-pihak tersebut.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan paparan deskriptif yang diperoleh dari lapangan, penulis melihat bahwa PT Madubaru perlu untuk melakukan penataan kembali atas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program kemitraan ini. Hal tersebut sangat tampak pada pelaksanaan program kemitraan yang selama ini berlangsung, terutama terkait dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian kemitraan. Adanya penyerahan agunan yang tidak sesuai dengan nilai pinjaman (nilai lebih kecil), keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tanpa disertai pembayaran denda sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, terdapatnya beberapa mitra binaan yang pembayaran angsurannya kurang lancar bahkan macet, merupakan hal-hal yang perlu untuk dibenahi. Meskipun berlatar belakang faktor kepercayaan, namun PT Madubaru sebagai sebuah lembaga seharusnya mampu untuk membatasi. Namun demikian, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pada program kemitraan ini tetap harus dipertahankan, sehingga kegiatan pemberian pinjaman dan hibah pada program kemitraan kepada usaha kecil dapat menjadi jalan keluar bagi usaha kecil terutama yang masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Hal tersebut akan menempatkan PT Madubaru sebagai agent of development yang berkontribusi maksimal bagi tumbuh kembangnya usaha kecil.
Selain dalam bentuk program kemitraan sebagaimana dipaparkan diatas, PKBL juga diwujudkan dalam bentuk program bina lingkungan, yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Masyarakat sasaran program bina lingkungan meliputi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan atau masyarakat yang berada di wilayah kerja pabrik (tidak di sekitar perusahaan namun dekat dengan perkebunan tebu yang dikelola perusahaan). Program bina lingkungan PT Madubaru diwujudkan dalam bentuk (1) Pendidikan Masyarakat, yang diberikan dalam bentuk beasiswa dan pemberian peralatan sekolah, (2) Kesehatan masyarakat, yang diwujudkan dalam pemeriksaan gratis bagi masyarakat umum, (3) Pengembangan sarana umum, yang diwujudkan dalam pemberian bantuan untuk pembangunan jalan, jembatan, pos ronda, dan sebagainya, (4) Penyediaan sarana ibadah, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan yang menunjang ibadah pada masjid-masjid dan gereja-gereja, (5) Bantuan bencana alam, dan (6) Pelestarian alam, yang diwujudkan dengan penghijauan.
Tidak setiap bentuk dari program bina lingkungan diadakan untuk setiap tahun, ada pula yang diadakan dengan menyesuaikan kebutuhan atau permintaan seperti misalnya pengembangan sarana umum, pelayanan kesehatan, bantuan bencana alam, dan pelestarian alam. Pemenuhan sarana ibadah dan untuk pendidikan dilakukan setiap tahun. Program bina lingkungan yang dilakukan PT Madubaru ternyata tidak hanya menjadi tugas Unit PKBL saja, tetapi dalam beberapa hal Unit PKBL juga melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan masyarakat sasaran yang akan diberikan program bina lingkungan. 
Dari beberapa realisasi program bina lingkungan tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan community development yaitu penyediaan sarana umum, khususnya yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat, seperti misalnya pengerasan jalan dan pembuatan jembatan. Bantuan pengadaan fasilitas tersebut dirasakan masyarakat sasaran bina lingkungan sangat membantu dalam melancarkan transportasi dalam kegiatan perekonomian masyarakat sehari-hari.

Pada buku ”Pedoman CSR Bidang Lingkungan” yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti (2011:14-22) ini disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Alternatif bidang kegiatan tanggung jawab sosial bidang lingkungan yang dapat dilakukan oleh perusahaah antara lain adalah (1) Cleaner Production (produksi bersih) yang difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satunya diwujudkan dengan adanya upaya pengelolaan limbah di dalam perusahaan. PT Madubaru telah berupaya melakukan hal tersebut, yaitu mengolah limbah menjadi barang yang berguna kembali, (2) Eco Office (kantor ramah lingkungan) yang difokuskan pada tercapainya efisiensi biaya, peningkatan produktivitas kerja, dan tercipta lingkungan kantor yang sehat, bersih, aman, dan nyaman, (3) Konservasi energi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang difokuskan untuk mengurangi penggunaan energi dan SDA atau terpeliharanya keanekaragaman hayati baik yang dilakukan oleh kegiatan yang memproduksi barang maupun jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Madubaru adalah berupa penghijauan dalam program bina lingkungan berupa kegiatan pelestarian alam (penghijauan). Hanya saja sebaiknya kegiatan tersebut ikut melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam menjalankan perlindungan alam tersebut sebab yang dilakukan PT Madubaru justru melakukan pelestarian alam di lokasi yang jauh dari pabrik, (4) Pengelolaan sampah melalui 3 R (reuse, reduce, recycle), yaitu difokuskan pada penggunaan kembali sampah yang dihasilkan untuk fungsi yang sama maupun yang berbeda, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat, (5) Renewable Energy (Energi yang terbarukan), yaitu bertujuan untuk mengurangi proses eksplorasi dan eksploitasisumber energi fosil yang terbatas jumlahnya, (6) Adaptasi Perubahan Iklim, yaitu upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap terjadinya perubahan iklim. Tujuannya adalah meminimalisir dampak yang terjadi, mengantisipasi risiko, dan mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, dan (7) Pendidikan Lingkungan Hidup, yaitu upaya untuk mengubah prilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut memelihara alam.
Mencermati paparan mengenai implementasi program bina lingkungan tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa implementasi program bina lingkungan dapat dikatakan masih didominasi oleh kegiatan yang sifatnya charity atau derma (bantuan), namun derma tersebut imperatif karena terdapat ketentuan khusus bagi BUMN sebagai instrumen pemaksa. Instrumen pemaksa tersebut harapannya mampu membawa BUMN untuk berperan lebih besar dalam memberikan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga pemberdayaan kondisi sosial masyarakat setempat dapat lebih optimal. 

Pada beberapa bentuk dari implementasi program bina lingkungan memang telah melibatkan masyarakat sekitar PT Madubaru, terutama yang terkena dampak limbah dari kegiatan usaha PT Madubaru. Namun demikian, pada beberapa kegiatan belum melibatkan masyarakat setempat, seperti misalnya pada kegiatan peningkatan pendidikan (pemberian beasiswa dan peralatan sekolah) dan pelestarian alam. Kegiatan pelibatan langsung komunitas di wilayah perusahaan berada merupakan bagian yang sangat penting. Mengingat terdapat interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Hal tersebut untuk jangka panjang akan mempengaruhi eksistensi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa PT Madubaru perlu melakukan penataan ulang untuk implementasi program bina lingkungan, sehingga manfaatnya akan lebih dirasakan bagi masyarakat sekitar. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib dimana dalam pelaksanaannya perusahaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Alternatif bidang kegiatan tanggung jawab sosial bidang lingkungan yang terdapat pada ”Pedoman CSR Bidang Lingkungan” yang telah diterbitkan dan disosialisasian oleh Kementrian Lingkungan Hidup sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dapat menjadi bahan acuan bagi PT Madubaru dalam menyusun kegiatan program bina lingkungan, khsusunya terkait dengan kegiatan pelestarian alam. 

Hambatan PT Madubaru dalam Mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
PT Madubaru selama ini masih kesulitan untuk mencari usaha kecil yang memiliki keterkaitan usaha dengan usaha pokok PT Madubaru. Dari 176 usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru hanya 1 (satu) usaha kecil yang terkait dengan kegiatan operasional PT Madubaru, yaitu ”Nogogini”. ”Nogogini” merupakan mitra binaan milik Ny. Sulistyowati yang beralamat di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Usaha tersebut bergerak di sektor dagang berupa penyediaan kayu untuk bahan bakar mesin di PT Madubaru. Melihat paparan diatas, penulis melihat bahwa hambatan tersebut bukanlah hambatan yang sangat berarti bagi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL, sebab berdasarkan SE Menteri BUMN Nomor 433/MBU/2003 dikatakan bahwa program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Oleh karena itu, PT Madubaru masih dapat bermitra dengan usaha kecil yang kegiatan usahanya di berbagai sektor, seperti dagang, industri, jasa, ternak, pertanian, dan perikanan. 

Hambatan lain yang dirasakan oleh PT Madubaru adalah tidak mudahnya mencari pelaku usaha yang memiliki sikap mental yang baik dan bertanggung jawab dengan komitmen pada kegiatan kemitraan. Beberapa kali terjadi pinjaman yang macet atau terpaksa harus dihapusbukukan karena pelaku usaha tersebut tidak bertanggung jawab. Menurut penulis, hambatan tersebut perlu sesegera mungkin diatasi, yaitu dengan melakukan analisis kelayakan dengan lebih cermat dan melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan dari perjanjian kemitraan yang telah disepakati, seperti misalnya meningkatkan kepatuhan terhadap isi dari perjanjian kemitraan termasuk dilakukannya monitoring dengan baik sehingga berkembang atau mundurnya suatu kegiatan usaha mitra binaan dapat dikontrol sejak dini. 

Selain hal-hal tersebut, terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL bagi PT Madubaru. Anggaran menjadi terbatas karena tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi sosial yang perlu diberdayakan ditengah-tengah masyarakat cukup banyak, sehingga berdampak pada kecilnya jumlah bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sasaran bina lingkungan. Mengenai besarnya alokasi dana pelaksanaan PKBL untuk setiap tahunnya ditentukan oleh RUPS. Besar dana untuk program kemitraan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan berasal dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito, dan atau jasa giro dari kegiatan program kemitraan setelah dikurangi beban operasional. Sedangkan untuk dana program bina lingkungan berasal dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak sebesar maksimal 1% (satu persen) dan dari hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari kegiatan program bina lingkungan. Dalam kondisi tertentu besaran alokasi dana untuk program bina lingkungan bahkan dapat ditentukan lain dengan persetujuan RUPS. Batasan tersebut telah ditetapkan oleh KepMen BUMN tentang program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sehingga memang perlu diatur sedemikian rupa sehingga dana yang dikucurkan, baik kucuran itu sedikit atau banyak, akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dampak Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Secara umum perkembangan pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan cukup baik. Telah banyak perusahaan yang tidak lagi memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah beban bagi perusahaan, namun merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Terlebih lagi setelah tanggung jawab sosial perusahaan tersebut di Indonesia menjadi suatu kewajiban hukum bagi setiap perusahaan. 

Dapat dikatakan bahwa di satu sisi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan, namun di sisi lain merupakan kebutuhan bagi sebuah perusahaan. PT Madubaru menyadari bahwa keberadaannya ditengah-tengah masyarakat mempunyai arti bahwa PT Madubaru juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sudah seharusnya dilakukan. PT Madubaru juga berupaya memperoleh dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka eksistensi sebuah perusahaan akan sulit dipertahankan.

Pada salah satu misi dari Unit PKBL PT Madubaru disebutkan bahwa Unit PKBL berupaya untuk menjadikan usaha kecil dan koperasi yang mampu mendukung usaha dan mengangkat citra PT Madubaru. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL menjadi salah satu cara untuk mengangkat citra (image) perusahaan. Gejolak sosial akibat benturan kepentingan antara masyarakat dan PT Madubaru dapat ditekan melalui adanya citra yang baik tersebut. 

Menurut penulis, citra yang baik merupakan salah satu syarat pendukung untuk melancarkan produktivitas perusahaan. Perusahaan yang secara finansial sangat baik tidak selalu menjamin perusahaan tetap dapat eksis dan berkelanjutan. Masyarakat memiliki “power” yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi dan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka panjang, citra positif perusahaan akan mengangkat reputasi perusahaan di mata masyarakat. Reputasi yang baik akan melanggengkan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Madubaru ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan.

Selain adanya dampak positif tersebut, hampir tidak dijumpai dampak negatif yang muncul dari diimplementasikannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut kepada masyarakat sekitar. Hanya saja, faktor kepercayaan yang ada dalam pelaksanaan program kemitraan berupa pemberian pinjaman yang agunannya dibawah nilai pinjaman dapat saja merugikan PT Madubaru apabila ternyata faktor kepercayaan tersebut diingkari oleh mitra binaan. 

Parameter keberhasilan dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL yang dilakukan oleh PT Madubaru adalah adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan PKBL. Manfaat tersebut dapat diketahui dari timbal balik yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar, yaitu melalui simpati dan dukungan masyarakat atas keberadaan PT Madubaru. Melalui implementasi PKBL kepada masyarakat sekitar perusahaan secara berkesinambungan, maka PT Madubaru sebagai agent of development dapat berkontribusi dalam pengembangan masyarakat (community development), terutama terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sangat dianjurkan untuk melibatkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Keterlibatan tersebut dalam rangka mewujudkan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial warga masyarakat melalui patisipasi aktif, dimana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat karena pengembangan masyarakat menjadi bagian yang penting dalam proses implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti, 2011:7).

Pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, namun juga menjadi tugas dan tanggung jawab dunia usaha, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa dunia usaha (corporation) berperan serta menumbuhkan iklim usaha kondusif, yaitu dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan. Mitra binaan menyebutkan bahwa dana pinjaman yang telah diberikan oleh PT Madubaru sangat membantu usaha yang mereka miliki. Meskipun beberapa mitra belum mendapatkan pembinaan dalam beberapa hal seperti pembinaan terhadap mutu dan kapasitas penjualan, pembinaan administrasi/akuntansi dan pembinaan manajemen. Sedangkan pada program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Madubaru yang bertujuan memberdayakan kondisi sosial masyarakat setempat juga dirasakan masyarakat cukup membantu. Meskipun dana yang diberikan masih dirasa cukup kecil karena anggaran untuk program bina lingkungan yang tidak sepadan dengan besarnya kebutuhan/permintaan.

Berdasarkan paparan mengenai dampak yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran bina lingkungan, penulis melihat bahwa PT Madubaru telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, hanya saja kontribusi tersebut perlu untuk dimaksimalkan sehingga implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak, khususnya kepada masyarakat sekitar. Upaya memaksimalkan dapat dilakukan dengan menata ulang berbagai kegiatan yang telah ditentukan, sehingga kebermanfaatan dapat lebih dirasakan. 

Tidak ditemukan dampak negatif dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut. Hanya saja, penulis mendapati keterangan dari lapangan bahwa program bina lingkungan yang telah diberikan oleh PT Madubaru menjadi hambatan bagi beberapa warga yang menerima dampak negatif dari kegiatan usaha PT Madubaru untuk dapat menyampaikan keluh kesahnya atas dampak negatif tersebut. Beberapa warga tersebut hanya menerima kondisi itu apa adanya. Namun, bagi beberapa warga hal tersebut tidak berlaku. Artinya, meskipun PT Madubaru telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat setempat tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk menyampaikan dampak negatif yang mengganggu.
III. SIMPULAN

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan PKBL diwujudkan dengan pemberian pinjaman dan hibah serta dengan memberdayakan kondisi sosial masyarakat setempat. Pada pelaksanaan program kemitraan masih belum optimal karena belum semua mitra binaan memperoleh pembinaan. Padahal pembinaan yang seharusnya dilakukan tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas usaha bagi mitra binaan. Produktivitas usaha tidak bisa hanya ditingkatkan melalui aspek penambahan modal kerja saja. Sedangkan pada program bina lingkungan yang diimplementasikan sebagian besar juga masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat, belum sampai pada aspek keberlanjutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam community development.
Hambatan yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam mengimplementasikan PKBL adalah sulitnya mencari usaha kecil yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan, sulitnya mencari pelaku usaha yang bermental baik dan bertanggung jawab, serta tidak sepadannya alokasi anggaran untuk kegiatan PKBL dengan jumlah permintaan, sehingga dana yang digulirkan masih dirasa kecil oleh masyarakat. 

Dampak dari implementasi PKBL belum optimal dirasakan, sebab meskipun PT Madubaru telah melaksanakan PKBL dalam berbagai kegiatan dan merasa ada hubungan baik dengan masyarakat setempat yang tercipta melalui implementasi PKBL tersebut, namun di sisi lain kemanfaatan yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran belum optimal sebab belum sampai pada taraf memberdayakan masyarakat.
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